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Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945 ialah
Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain
lembaga negara tersebut, dalam UUD NRI 1945 diatur pula ada badan-badan lain yang diatur
dalam undang-undang.

Tentang MA, KY, dan MK ini lebih lanjut diatur dalam UU No. 48/2009
tentang Kekuasaan Kehakiman. Anda perhatikan apa yang dimaksud

dengan ketiga lembaga peradilan tersebut.

UU No. 48/2009 Pasal 1 ayat (2), (3), (4)

(2) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(4) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.




» Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
NRI 1945).

»  UUD NRI 1945 Pasal 24
1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
2. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.**¥)

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

diatur dalam undang-undang.***%¥)




Lembaga Penegak hukum

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka

fli_bentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara
ain:

1. Kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik;
2. Kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut;

3. Kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga

Bemutus/pengadilan; dan lembaga Penasehat atau memberi
antuan hukum.

Dalam bagian pertimbangan Undang-Undang No. 48 tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan kekuasaan gang merdeka yang dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.




Dari fakta tersebut sangat jelas bahwa keberadaan hukum
dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan
penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum akan
mengakibatkan kehidupan masyarakat “kacau” (chaos).
Negara-Bangsa Indonesia sebagai negara modern dan
menganut sistem demokrasi konstitusional, telah memiliki
sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum,
badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun,
demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan
masyarakat, upaya penegakan h

secara terus menerus.




Proses penegakan hukum di Indonesia
dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang
terdiri dari :
1.Kepolisian
2.Kejaksaan
3.Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK)
4.Badan Peradilan :

a)  Mahkamah Agung b) Mahkamah
Konstitusi

c¢) Pengadilan Negeri d) Pengadilan

Tinggi




SUSUNAN BADAN ATAU LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA
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